
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 1OO.3.3.1/ 102 TAHUN 2025

TENTANG
PENEzuMA HIBA}I BERUPA UANG

PADA BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SAI,INAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

b.

c.

1.

bahwa belanja hibah berupa uang pada Biro Pemerintahan
Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Ralg/at Setda akan
disalurkan/diserahkal kepada penerima disesuaikan
deagan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (71 Peraturan
Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2O23 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungiawahan dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Penetapan Daftar Penerima Hibah ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkar KeputusEul
Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro
Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Ralqrat
Setda Provinsi Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Repubtk
Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang..... / 2
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1 1. Peraturan Gubernur ..../3

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahr:n 2014 Nomor 244, Ta:r,baTtan L.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Fengganti Undalg-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2022
Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peiaturan Femerintah Nomor 2 Tahrm 2O12 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Keweaangan dan Kelemhagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Telrnis Pengelolaan Keuangan Dae:rah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
1781);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahlrn 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O22 Nomor
2l;

1O. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2O23
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Peoatausahaan Pertanggungjawahan dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Baltuan Sosial Yarrg Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belaqja Daerah (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2O23 Nomor 28);



Menetapkan
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11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2O25 Nomor 3 );

MEMUTUSKAN:

Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan
Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Ra$at Setda Provinsi
Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Penerima Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah melaksanakal
tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm
KESATU bertanggungjawab secara formal dal material atas
penggunaan Hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undaagan.

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm
KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Mei 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
O HUKUM

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NrP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disamoaikan keoada Yth

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabie;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Ra-lqrat

Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masingyang bersangkutan.

KEENAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 1O2 TAHUN 2025
TENTANG
PENEzuMA HIBAH BERUPA UANG PADA
BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS
DAN KESE.IAHTERAAN RAKYAT SETDA
PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
RO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002 t2 rOO2

Penerima Besaran
(Rp)

1 Panitia Penthabisan Uskup Timika 1.000.ooo.oo0,oo

2 1.500.o00.ooo,oo

500.ooo.ooo,oo
4 Sinode Gereja KINGMI 2.000.ooo.oo0,oo

5 GKI 1.000.ooo.oo0,oo
6 GPDI l.OOO.OOO.OOO,OO

7 Advent 1.O00.ooo.ooo,oo
8 Penzurus Wilayah GKII 1.000.o00.ooo,oo
9 GIDI 2.OOO.OOO.OOO,OO

10 GPDP di Tanah Papua 1.000.000.oo0,00
11 Papua Rumah Doa Segala Bangsa 3.O00.ooo.oo0,oo
12 GPSDI 1.O00.ooo.oo0,oo
13 Yayasan Karpet Keaiaiban Indonesia-Enarotaii 300.000.oo0,oo
14 GBI Papua Tengah 150.OOO.OOO,OO
15 Panitia Musyawarah Pastoral Mee ke 8 2.000.ooo.oo0,oo

JT'}ILAH 18.450.(xX).(xxr,OO

No

Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT)

GPDI Kristus Gembala Nabire


